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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONES] A
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRAS] HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
* NOMOR : AHU-3048.AH.01.04, Tahun 2014 -

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPU BLIK INDONESIA,

- Surat permohonan dari Veri Zuzanto, SH pengganti Notaris K hairu Aswi

pendirisn yayasan yang diterima tanggal 08 Mei 2014

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akw Pendirian Yaynsan vang di

sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akrs tersebyr telah

memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
dapat di ;

l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Temang Yayasan (Lembaran Negara
Republik ia Tahun 2001 Nomor [12. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2001 Im Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430):
2. Peraturan Pemerintah Republik Indop

esia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara '
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2 Tahun 2013 Tentang Perubahan

2008 Tentang Pelaksanaan Undang-
Mm Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Tm Lmﬂ!ﬂmrlrl}epublik Indonesia Nomor 53§7):
uran Presiden Republik Indonesiy omor 24 Tahun 2010 T tang Kedudukan,
e gt JM*WMM n entang Kedudukan

nteri m_ . Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
22 .ﬂ;l.ﬂl Tlillltl M 3"'“’ ng O"Blﬂi-!tﬁi dan Tata Kerja Kementerian
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